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Abstract
In attemptingto mediateconflictof interestbetweenlaboursand
enterprises,thegovernmentsetupa regional-baseminimumwage.
Suchpolicy,howeversufferfromsomeflows.Havingdemonstratehe
flows,thisarticleoffersomemeasurestoimproveit.
Kata-KataKunci : hubunganperburuhan;reformasisistem
pengupahan;kebijakanakomodatif.
Buruh,pengusahadanpemerintahsalingberkaitandalam
hubungani dustrial.Secaranormatifmerekamempunyaikepentingan
sarnataskelangsunganperusahaan.Pengusahamemilikikepentingan
ataskelangsunganperusahaan,karenatanggungjawabnyasebagai
pimpinandanorientasiuntukmemperolehkeuntungansesuaidengan
modalyangditanamkannya.Buruhmemilikikepentinganatas
perusahaansebagaisumberpenghasilandanpenghidupan.Sementara
pemerintahjuga mempunyaikepentinganataskelangsungan
perusahaanberkaitandenganpertumbuhanekonomibaikpadaskala
daerahmaupunnasional.Kondisiini padaakhirnyamenimbulkan
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posisipengusahasebagaipemilikmodalmenjadisangatdominan
seqlentaraburuhmenjadisubordinasidari pengusaha.Berbagai
kebijakanyangdiformulasikanolehpemerintah,akhimyadimanipulasi
untuk kepentinganmerekasendiri, sementarahak-hakyang
seharusnyamenjadimilikburuheenderungdiabaikan.
Kuatnyaposisitawarpengusaha,takjarangmembuatmereka
dapat meni.pengaruhikebijakan-kebijakanyang dibuat oleh
pemerintah,dalamkontekshubunganburuhdenganpengusaha.
Situasidemikianmenyebabkankebijakanyangdibuatmenjaditidak
bebasnilaidaneenderungmenguntungkanpihakpengusaha.Pada
tingkatini,posisitawarburuhmenjadisangatlemah,sebabdiatidak
memilikiaksesyangkuatdi dalampenentuanberbagaikebijakan
sepertipenentuanupah,perlindunganhukumburuhdansebagainya.
Serikatburuhyangdiharapkanmenjadiwadahperjuanganbagipara
buruhjustruterkooptasiuntukkepentinganpengusahamaupun
pemerintah.
Bumh V5Pengusaha:BenturanDua Kepentingan
Dalamkontekshubungani dustrial,relasiantaraburuhdengan
pengusaha(kapitalis)terbentukataskekuatanproduksi.Parakapitalis
memilikialatproduksi,sedangkanburuhmemilikitenagakerja.Dalam
situasiiniposisiburuhtergantungpadaparakapitalis.Situasitersebut
menyebabkanmuneulnyapembagiankelasmenjadikelaspekerjatau
proletariatdengankelaskapitalisdi pihaklain.Semuaorangyang
menjualtenagamereka,seearaobyektifadalahanggotakelasprole-
tariat.Hubungansosialyangterjadiantaraborjuisdenganproletariat
padadasarnyamengandungkonflikfundamentalkarenahubungan
merekaadalahhubunganyangbersifatsepihakdaneksploitatif
(Watson,1980:55).Posisikuatpihakkapitalisterlihatdariketatnya
merekamengontrolkelaspekerja.
Bertemunyaduakepentinganyangberbedantaraburuhdan
pengusahamengakibatkanhubungankonfliktualdiantarakeduabelah
pihaksangatpotensialterjadi.Di satusisi,parakapitalisberusaha
memaksimalkanprofit,sementaradi lainpihakburuhmenginginkan
perbaikanupahsertakondisikerja.Kondisidemikianmenyebabkan
parakapitalis,dengandasarjustifikasiuntukkepentinganperusahaan,
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seringkalimengeluarkanregulasi-regulasiyangeenderungeksploitatif
danmendomestikasikankepentinganparaburuh.Kondisikerjayang
kurangkondusiftersebutmenimbulkankonsekuensimuneulnya
kesadaranburuhuntukmemperjuangkannasibnya.Dalamkonteks
tersebut,perjuanganburuhkemudiandimanifestasikandengan
terbentuknyaorganisasiburuh.Organisasi--inipadahakekatnya
dibentukuntukmemperkuatposisitawarburuhdidalammenghadapi
kekuatankapitalis.Padaarasini,organisasiburuhberperansebagai
institusimediasiantarakepentinganburuhdengankepentinganpihak
kapitalis.MeminjampendapatdariHeruNugroho(2001:202)institusi
mediasimerupakansaranauntukpemberdayaani dividu-individu
agarmerekatidakmengalamiketerasingandalammenghadapithebig-
nessataurealitassosialmakroyangmenjadie riutamadariperusahaan-
perusahaanraksasa,konglomerasidankolusikaumpemilikkapital,
organisasitenagakerjadenganskalabesar,sertaprofesilainyang
terorganisasi.Realitasmakrotersebuteenderungmengalienasikandan
menyubordinasiindividu,sehinggaketikaindividuberhadapanseeara
langsungdengan lembaga-Iembagaraksasa tersebuttanpa
menggunakani stitusimediasimakaadakeeenderungani dividu
tersebutmerasapowerlessness.
Hubungankonfliktualantaraburuhdenganpengusahapada
awalnyasering dipicu oleh rasa ketidakpuasanmerekaterhadap
regulasiperusahaan.Dalamhal ini upah menjadisalahsatufaktor
determinanyangmenyebabkanterjadinyakonflik di atas.Orientasi
untukmemaksimalisasilabaseringkalidiwujudkandenganmenekan
biayaproduksi, termasukupah. Ketika buruh menganggapbahwa
upahyangditerimanyatidak sepadandengantenagayangmereka
keluarkanataupunkebutuhanhidup,makaketeganganantaraburuh
danpengusahamerupakansesuatuyangtidakdapatdihindarkan.
Hubungan konfliktual antaraburuh dan pengusahapada
hakekatnyamerupakanpotensiyangsiapmeneuatkapansaja.Untuk
mengeliminiragarkonflik tidak muneulke permukaan,diperlukan
kebijakandari manajemenperusahaandi dalam mengakomodasi
k~.pentingan-kepentinganburuh. Prinsip harmoni tidak harus
dllntepretasikansebagaiupayauntuk meredamkonflik, namunia
ha~s.dikonotasikansebagaimuaraakhirdari berbagaikonflik yang
teI'Jadl.Lebih jauh dari itu, mengelolakonflik sebagaisumberdaya
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bagipengembanganperusahaanmerupakanhalesensial,yangmesti
dipahamiolehpihakmanajemenperusahaan.
Sepertitelahdiuraikandiatas,upahmenjadisalahsatufaktor
determinanyangseringkalimenyebabkanterjadinyaperselisihan
antaraserikatpekerjadenganpengusaha.Serikatpekerjaumumnya
menghendakikenaikanupahyangsignifikansementarakelompok
pengusahamelihatbahwatuntutanini bertentangandan tidak
kompatibeldenganupayamemaksimalkanlaba. Upah pada
hakekatnyamerupakankompensasiterhadapkontribusitenagakerja
dalamprosesproduksi.Jika kontribusi(produktivitas)tenagakerja
naik,makaupahjugaharus naik.Begitupulasebaliknya,jikaada
peningkatanupah semestinyaproduktivitastenagakerja'juga
mengalamipeningkatan.
Adanyakorelasipositifantaraupahdenganpeningkatan
produktivitas,selarasdengankonsepsidariefficiencywagetheory.Dalam
pandanganteoriini, penetapanupahmemungkinkantenagakerja
untukmeningkatkannutrisinyasehinggadalamjangkapanjangdapat
meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga
memungkinkanburuhuntukmenyekolahkanaknyadanmemberi
nutrisi yanglebihbaikbagianak-anaknya.Keduanyadalamjangka
panjangakanmemberikandampakyangbesarterhadapeningkatan
produktivitas(Ikhsan,2002).Dengandemikian,keberadaanupah
diharapkanakandapatmerangsangtumbuhnyaetoskerjadanburuh
untukbekerjasecaralebihbaik.
Secarateoritis,dapatdibedakanduasistempengupahanyaitu
didasarkanpadateoriMarxistdanteorineoklasik.TeoriMarxdidasari
atasteorinilaibahwatiaporangharusbekerjamenurutkemampuannya
dantiaporangmemperolehupahmenurutkebutuhannya.Pendekata,
upahharusdisesuaikandengankebutuhanseseorang.Sementarateori
neoklasikmendasarkanpandangannyapadaasasnilaitambahmar-
ginal faktorproduksi.Dalamhaliniupahmerupakanimbalanatas
usahakerjayangdiberikankaryawankepadapengusaha(Simanjutak,
1985:115-116).Duateoritersebuthanyamenjadilandasanpikirbagi
sistempengupahandisuatunegara.Sistempengupahantidaksemurni
dua kerangkapemikirandi atas,karenadisesuaikandengan
karakteristikdankulturmasing-masingegara.DiIndonesiakebijakan
penetapanupahdilakukanolehpemerintah.
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Upah Minimum
Adanyarealitasyangmenunjukkanbahwamasihbanyak
pekerjadi Indonesia berpenghasilanrendah dan minimnya
perlindunganterhadaparapekerjagartidakmenjadikorbansikap
opportunispengusahatelahmendoro~gpemerintahmemandangperlu
diberlakukannyakebijakanpenerapariupahminimum.Jika penetapan
upahdidasarkanpadamekanismepasar,makadapatdipastikanburuh
akanmemperolehupah yang sangatrendah,karenamelimpahnya
tenagakerjadi Indonesia.Dengandemikian,kebijaksanaanpenentuan
upahminimumdimaksudkanuntukmenjaminpenghasilankaryawan,
meningkatkanproduktivitasburuhsertamengembangkanperusahaan
dengancara-carayanglebihefisien.
Di sisilaindilihatdarikontekskebijakanpublikpenetapanupah
minimumolehpemerintahdapatditerima.Hal ini berkaitandengan
realitabahwakebijakanpublikpadaumumnyaberasaldarikesadaran
akanadanyamasalah(awarenessofproblem)danmunculnyakelompok
kepentinganyangberbedadalammemperebutkansumberdayadan
kepentingan(Baiquni, 1995).Dalam konteksini, kebijakanupah
diperlukandalam upayameminimalisirterjadinyaeksploitasidari
pengusahaterhadapburuh,dan regulasiini dapatdipahamisebagai
peranpemerintahdalampemerataanpendapatan.
MenurutJaka Sriyana(2001)adabeberapaalasanyangdapat
dikemukakanmengapaperanpemerintahdalampenetapanupahmini-
mumdapatditerima.Pertama,jikadilihatdariporsipembagianhasil
produksikepadafaktorproduksi,makanilaiyangditerimaolehtenaga
kerjarelatifrendah.Di Indonesia,angkaini hanyaberkisar15%jauh
lebihrendahjikadibandingkandengannegara-negaral in.Misalnya,
diPhilipinatelahmencapai30%dandiMalaysialebihdari20%.Alasan
keduatadalahdalamsiklustahunanterjadiperubahanmakroekonomi
y~ngmengarahpadapeningkatanharga-hargabarangdanjasa.Hal
1Illmengakibatkanpenurunanupahriil bagipekerja.Artinya,kebijakan
penetapanupahminimummerupakanpenyesuaianterhadapnilaiin-
c~meriilpekerja.Berdasarkanduaalasantersebutmakamemangsangat
d1perlukankebijakanpemerintahuntuk memberikanbatasanupah
yangakandiberikanolehpengusaha.Dalamrangkaitu, Pemerintah
menetapkanupah minimum pada tingkat regional yang dikenal
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denganUMR.Untukmerumuskankebijakanyanglebihtepatuntuk
masing-masingdaerah,makasekaranginipenetapankebijakanupah
minimumdidelegasikanketingkatpropinsi(UpahMinimumPropinsi)
danlingkupyanglebihkedl lagiyaituUpahMinimumKabupaten
(UMK).
Bagiparaekonom,kebijakanpenetapanupahminimumsendiri
mengunCiangperdebatan.Satukelompokekonom,melihatbahwaupah
minimumakanmenghambatpencipataanlapangankerjadan
menambahkomplekspersoalanpemulihanekonomi.Sementara
kelompoklain,memandangbahwapenerapanupahminimumtidak
selaluidentikdenganrasionalisasitenagakerjabahkanakanmampu
mendorongprosespemulihanekonomi.
Pandanganbahwakebijakanpenetapanupahmimimum
cenderungakanmenghambatpendptaanpeluangkerja,sedikitbanyak
dipengaruhioleh asumsi-asumsiteoritisyang dibangunoleh
paradigmaliberalisasiekonomi.Teoriekonomini menunjukkan
bahwanegarayangtenagakerjanyaberlimpahsepertiIndonesia
adanyaliberalisasiekonomicenderungmeningkatkanpangsanilai
produksimarginaltenagakerjaterhadaptotaloutput,sementarapangsa
balasjasafaktormodalcenderungakanmenurun.Kenaikanpangsa
nilaiproduksimarginaltenagaini akanmeningkatkantingkatupah
riil.Dengandemikian,kenaikanmarginalproductoflabourakanselalu
diikutikenaikanupahriil.Olehkarenaitu,penetapanupahminimum
hanyaakanmendorongterjadinyadistorsidalampasartenagakerja.
Kekuatanserikatburuhyangcenderungmemaksimumkanpendapatan
merekaakanmendiskriminasipendatangbarudalampasartenaga
kerja.
Dikaitkandenganmodeldualeconomyyangmengasumsikan
perekonomiantersegmentasimenjadisektorformaldaninformal,maka
penetapanupahminimumakanmengurangipermintaantenagakerja
di sektorformaldankelebihanini akandiserapolehsektorinformal
yangtingkatupahnyatidakdiaturolehregulasi.Jikapangsatenaga
kerjadi sektorinformallebih rendah,makadampakdistribusi
pendapatannyajustruakanmemburuk.Kondisiiniakanlebihburuk,
jika kenaikanupah mendorongkenaikantingkatinflasi.Buruhdi
sektorformalakandiuntungkan,karenakenaikantingkatinflasidapat
di-offsetolehkenaikanupahnominal.Namun,buruhyangbekerjadi
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sektorinformalyangmengalamipenurunantingkatupahminimal,
akanterkenaimbasburuknya.
'Meskipun penetapan upah minimum mengandung,
konsekuensi-konsekuensinegatif,demikepentinganperlindungan
terhadaptenagakerjadanpentingnyaspekpemerataanpendapatan
sepertitelahdijelaskandiatasmakakebijakandalampenetapanupah
inidapatditerima.Yangperludipikirkanadalahbagaimanaformulasi
kebijakanupahminimumagarmampumengakomodasikepentingan
buruhdanpengusaha.
KomplikasidalamImplementasi
Kebijak'anupahminimumyangdikeluarkanolehpemerintah
selalumenjadikontoversi.Penetapanupahminimumyangdikeluarkan
olehpemerintahpadadasamyahanyamerupakanpuncakdarisebuah
gununges.SetelahmasalahUMP selesai,dipastikanakanmuncul
berbagaimasalahbaru.MunculnyapersoalanUpahMinimumPropinsi
padaakhir-akhirini, sebenamyamerupakanimplikasidari tidak
jelasnyakebijakanekonomimakropemerintah.Meskipunpadamasa
OrdeBaruterjadipemasunganterhadaphak-haktenagakerja,harus
diakuirezimini telahmembuatregulasiyangjelastentanghubungan
industrialantaraburuh dan pengusaha.Peru,bahankebijakan
pemerintahsetelahpergantianrezimikut menyumbangsemakin
kusutnyamasalahperburuhan.Perubahanprioritaspembangunan
padaerapemerintahanAbdurrahmanWahiddariindustribesaryang
berbasisteknologi kepada sektor pertanian dan perikanan
~engakibatkanperubahanperaturandanperangkatkerjapendukung
Justruhasilnyamenjadikontraproduktif.Hal ini terbuktidengan
realitasempirik,dimanahinggasaatini belumadaUndang-Undang
Perburuhanyangbaru,DewanPengupahanNasionalyangtidakjalan,
P4Psudahdimakzulkandanbelumadayangbaru.Kemudian,secara
struktural di Depnaker orang-orang yang'paham tentang
ketenagakerjaanjustrudigantidenganorang-orangdariDepartemen
Transmigrasiataupartaipolitikyangtidakmengertimasalahteknis
perburuhan.Kondisifaktualtersebutmenyebabkankonflikantara
pengusahadanburuhdibeberapadaerahtidakpemahselesai.
Kenaikanupahburuhpadahakekatnyamempunyaiimplikasi
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luas,baikpadalevelmakromaupunmikro.Dilihatdari levelmakro,
penetapankebijakanUMP dirasakansangatbernuansapolitis dan
mengorbankankepentingannasionalyang lebih besar.Kebijakan
tersebutcenderungmenafikanpermasalahanlain yang lebih besar
yaknijumlahpengangguranyangkianmeningkat.Kesempatankerja
padaakhil"nyamenjadisesuatuyanglangkakarenasetiapperusahaan
dipastikan akan melakukan penghematan berbagai anggaran
operasionaluntuk dialokasikanke anggaranbiayaburuh. Bahkan
bukan tidak mungkinjumlahpengangguranjustruakanbertambah
denganadanyarasionalisasi(PHK) dariperusahaan.Dengandemikian,
memaksimalkanpendapatanuntuksebagiankedlmasyarakatdengan
caramenaikkanupahminimumakanmengorbankanmasyarakatlain
yangjumlahnyalebihbesar.
Paparandi atassejalandengantemuanempirikbaru yang
dihasilkanSMERU ResearchInstitutedanDirektoratKetenagakerjaan
Bappenasyangmenemukanbeberapahalseperti(1)hanya40persen
unitusahadi Indonesiayangmembayarupahsesuaidenganketentuan
upahminimum(2)kenaikanupahminimummempunyaihubungan
negatifterhadapkesempatankerjadi sektorformalperkotaan.Setiap
10 persenkenaikan upah minimum mempunyaiasosiasidengan
pengurangankesempatankerja1,1persen,(3)kenaikanupah mini-
mum lebih dinikmati buruh terdidik (white collar workers)
dibibandingkandenganburuhtidakterdidik(bluecollarworkers)karena
perusahaancenderungmelakukansubstitusiantartenagakerjadan
antaratenagakerjadenganmesin(Ikhsan,2002).
Pada level makro, kebijakan penetapanupah minimum
dikhawatirkan akan membuatinvestorasing melakukanrelokasi
modalnya di Indonesia. Jika pada masa lalu, Indonesia bisa
menawarkanjaminankeamanandanupahmurahsebagaidayatarik
investasiasing, namun saat ini sudah tidak ada lagi yang dapat
diandalkan.Stabilitaskeamananyangtidakmenentudanhubungan
pengusahadenganburuhyangterusmenerustegangmenjadifaktor
penguatyangmemungkinkanterjadinyarelokasimodalolehinvestor
asing.
Sementarapadalevelmikrokebijakanupahminimumtersebut
juga memiliki implikasi bagi pengusahamaupun buruh sendiri.
Kenaikanupahtakpelaktelahmenjadikanposisipengusahamenjadi
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sulitdandilematis.Di satupihak,diadituntutuntukmematuhiregulasi
yangtelahditetapkan,namun di lain pihak, pemenuhanregulasi
tersebutakanmembebaniperusahaan.Hal inimisalnya,tercerrninpada
perusahaan-perusahaanpadatkarya,dimanabiayauntukpenggajian
buruhdapatmencapai30%ataulebihdaribiayaproduksi,sehingga
kenaikanupah buruh menjadi sesuatuhal yang memberatkan.
Dikarenakanberatnyabebanyangharusditanggungakanmembuat
banyakperusahaantidakdapatberoperasidalamwaktu dekatatau
konsekuensiyanglebihparahadalahbanyaknyaperusahaanyangakan
gulungtikar.Situasidemikianakanmenyebabkanterjadinyapotensi
pemutusanhubungankerja(PHK) dariperusahaansehinggaakhirnya
akanmenambahbebanpadaekonominasional.
Buruh yangkemungkinanbesarterkenaimbasrasionalisasi
adalahburuhperempuan,karenaadanyaanggapanyangberkembang
dikalanganpengusahabahwamempekerjakanperempuancenderung
mendatangkanbiayabesar,sepertimenanggungcuti haid,ataupun
cutimelahirkan.Di sisilain,perempuanlebihmemiliksikapnrimodan
tidakmaumelakukankonfrontasidenganpengusaha.Hal ini berbeda
denganlaki-Iaki yangcenderungmemilih-milihpekerjaan.Dengan
demikian,ketikaburuhlaki-Iakiyangdi PHK, makaresikoperusahaan
akandi demoakanlebihbesar.
Kemungkinan lain yang akan dilakukan pengusahajika
perselisihanupahtidakmendapatkankesepakatanadalahmelakukan
produksidengansistemputtingout(produksidi luarpabrik).Caraini
bukansajaakanmematikanburuh di dalammengorganisirdirinya,
tetapi merekajuga tidak akan mendapatkankeuntungan yang
didapatnyadi pabrik,sepertijaminankesehatan,cuti haid,ataucuti
melahirkan.Sistemputtingout ini pada hakekatnyatidak dapat
diberIakukanuntuksemuajenisindustrikarenakontrolakanlebihsulit.
Dengankata lain, lapangankerjayang tersediaakhirnya menjadi
semakinsempit.
Sedangkanbagiburuhadanyakenaikanupahjikadilihatsecara
kasatmatamemangakanmenyebabkanpeningkatankesejahteraan
mereka.Namunkenaikanupahmenjaditidakadaartinyajikaharga-
hargakebutuhanmasyarakatjuganaik.Hal tersebutdapatdilihatdari
reaIitasempirikyangterjadipadaawaltahun2002ini.KenaikanUMP
sepertiyangterjadidi DIY misalnya,dariRp 237.500,00menjadiRp
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321.750,00memangmenunjukkanpersentasekenaikanyangeukup
signifikan(34,47%).NamunbelumsempatUMP itudiberlakukan,pada
bulan Januari ini pemerintahsudahmenaikkanTarif OasarListrik
(TOt) sebesar6%dankenaikanhargaBBM.KenaikanTOL danBBM
tersebut,tentunyaseearaotomatisakan disusul dengankenaikan
barang-baran.g kebutuhan pokok masyarakat. Singkat kata,
kesejahteraanburuh tidak akanmeningkatketikakebijakanyang
diformulasikan oleh pemerintah tidak pernah berpihak pada
masyarakat.
ProblemaTripartit
Sebagaisalahsatuelemendalampolahubungantripartit,
pemerintahmemiliki fungsi intermediasidi dalammengelola
hubungankemitraanantarapengusahadanburuh.Implisit di
dalamnya,pemerintahmemiliki kewajibanuntuk melakukan
harmonisasihubunganantarakeduapihakdi atas,denganjalan
mengeliminirkonflik-konflikyangsifatnyakontraproduktiferhadap
duniaketenagakerjaan.Lebihdari itu, pemerintahjugamemiliki
kewajibanuntukmendorongpengembanganserikatpekerjadan
organisasipengusaha.
Jikamerunutkonstruksihistorismengenaiperanpemerintah
dalamkonstelasihubunganindustrialmenunjukkansuatukenyatan
yangironis.Pemerintahyangsebenamyamemilikifungsimengawasi
kesepakatantripartit,temyatadapatdiajakmainmataolehpara
pengusahasehinggamengakibatkankerugianburuh.Oalamhalini,
pemerintahdanmajikanberkooperasiuntukmengaturkondisi-kondisi
kerja.Untuktujuantersebut,merekaseringmendengung-dengungkan
nilai-nilaikulturalyangditekankandalamHubunganIndustrial
Paneasilasepertiharmoni,konsensus,dangotong-royong/tolong-
menolong.Nilai-nilaitersebutdimanfaatkanu tukmengontrolpekerja
serta organisasi-organisasi pekerja. Pemerintah sering
mengkategorisasikanpelanggaran'terhadap aturan-aturan
ketenagakerjaanolehperusahaansebagaipelanggaranyangtidak
penting.Pelanggaranterhadapregulasi-regulasitentangjamkerja,
upahminimumdanprovisiasuransisosialsangatmenguntungkan
pengusaha(Susetiawan,2000: 210).Tak pelak,situasidemikian
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menyebabkanposisiburuhmenjadilemahdandisubordinasikanu tuk
kepentingan-kepentinganm ajemenbirokratik.
Oalampelaksanaankebijakanupahminimum,seringterlihat
ketidakkonsistenandaripemerintah.Oihadapanburuh,merekaselalu
menampakkankeseriusandalammembelahak-hakaumpekerjadan
menekanpengusaha,namundi sisilainketikaberhadapandengan
pengusahadakesanposisipengusahadisanjungdanmengabaikan
perjuanganburuh.
Sikappemerintahtersebutsebenamyajustruakanmenjadi
pemicuterjadinyakonfrontasiantarapengusahadanburuh.Sikap
inkonsistenpemerintahjuganampakketikamerekaeenderung
berpolemikdanmelakukantekananmentalsertaterorterhadap
pengusaha,namunsarnasekalitidakmelakukankebijakanyanglebih
strategisuntuk mempertegaskenaikanUMP sepertidengan
menerbitkankeputusanmenteri.
TidakdidukungnyakenaikanUMPdengankebijakanekonomi
rnakrosepertiyangtelahdipaparkandi atassebenarnyajuga
rneneerminkankebingunganpemerintahuntukmembuatkebijakan
idealdidalammemulihkanperekonomiannegara.Ketikapemerintah
rnemilikikomitmenpeningkatankesejahteraanburuhmakakebijakan
kenaikanUMP tidaksemestinyadiikuti dengankebijakanyang
rnenyangkuthajathiduporangbanyaksepertikenaikanTOLmaupun
BBM.MomentumwaktukenaikanTOL danBBMsebenamyatidak
tepatketikadiberlakukanbersamaandengankenaikanUMP. Jika
dicerrnatiuntutankenaikanTOL danBBMsebenamyamerupakan
irnplikasidarikesalahankebijakanyangdiambilolehpemerintahpada
skalanasional,dimanapemerintahlebihmemfokuskanpadaperbaikan
ekonomimakrosepertirekapitalisasiperbankan,sementaradefisit
APBNjustrudibebankanpadamasyarakatkeeil.Oengandemikian,
yangterjadiadalahprosespemiskinanmasyarakatkeeil.
UMP yangAkomodatif
Oalam menyikapi selalu muneulnyakontroversi dan
permasalahanmengenaipenetapankebijakanupah minimum
sebenamyayangdiperlukanbukanlahsekedarkenaikanupahyang
bersifattemporerbelakamelainkanreformasiatas istempengupahan.
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Sistemini haruslebihmemposisikanpekerjadankehidupanpekerja
sebagaiporoslandasandansekaliguslandasangeraknya.Selainitu,
harusdipahamibahwaupahtidaklagiditentukanolehkeuntungan
ekonomisematamelainkanjugasecarapolitissebagaihasiltawar-
menawarkolektifantaraperwakilanburuhdanperwakilanpara
majikandalamrangkagaris-garisyangdiberikanoleh negara
(HabermasdalamSuseno,1999:256).
Kita perlu kebijakanpublik yangkomprehensif.Selalu
munculnyakontroversidalamsetiapkalikebijakanpenetapanupah
minimummenyiratkanadanyasuatumasalahdi dalamnya.Pada
konteksini,perludiketahuibahwamasalahkebijaksanaanbelumtentu
eksplisit,akantetapiharusdicari,diketahuidandiidentifikasiterlebih
dahuludenganbenar(Islamy,1986:78).Usahauntukmengertibenar
sifat dari masalahkebijaksanaanakansangatmembantudalam
menentukansikapdariprosesperumusankebijakan.
KebijakanUMP harusdiformulasikandenganmemperhatikan
beberapaaspeksepertiaspekkeadilan,penciptaaninfrastruktur
pendukungbagikeberhasilandankeberlangsungankebijakantersebut.
MichaelSalamon(1992: 535)menegaskanbahwaprinsipkeadilan
dalampemberianupah harusmencakupbeberapahal, seperti
kesesuaiandengankebutuhanhidup,produktivitasyangdihasilkan,
statuspekerjaan,kontribusipekerjapadaorganisasi,rasatanggung
jawabterhadaporganisasi,perbandinganupahuntukpekerjaanyang
sarnadenganorganisasilain.
Selalumunculnyaprodankontradi dalamsetiapkebijakan
kenaikanupahburuh,sebenarnyabersumbe~padatidaktransparannya
penetapankebijakanupahyangdibuat.Masihdominannyaperan
pemerintahdidalampenetapanupahdantidakadanyapersepsiyang
sarnadalamkonsepsipengupahanmenjadifaktordeterminanyang
menyebabkanketidaktransparananpe etapankebijakanupah.Oengan
menelaahrealitasempirikyangada,paparandi bawahini akan
menawarkanempathalpentingberkaitandengankebijakanupahmini-
mum.
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1.penajaman indikator penentuan upah minimum /
Formulasikebijakanpenetapanupahselamaini cenderung
hanyamemperhatikansatuduaindikatorsajasepertindeksharga
konsumendanhasilkomparasidenganupahminimumdi daerah'
sekitarnya.Sementaravariabel-variabel lain sepertikemampuan
perusahaan,tipologiperusahaan,produktivitasperusahaan,lajuinflasi
danpertumbuhanekonomidaerahseringdiabaikan.Ketikakenaikan
UMP yangdilakukanmelebihilajuinflasimakabanyakperusahaan
gulungtikarkarenatidakkuatmenanggungbebanoperasional.Oalam
tataranke depa,nkenaikanUMP, sebenarnyajuga tidakdapat
digeneralisasikandalamsemuasektorindustri.Inherendi dalamnya,
perluadapemilahankonsepsipengupahana tarasektorindustripadat
karyadanpadatmodal.KenaikanUMP bagiindustripadatmodal
mungkintidakbegitumenjadipersoalan,amunbagiindustripadat
karya(sepertiindustrigarment,elektronik,sepatudansebagainya),
kenaikanUMP adalahsesuatuhalyangsangatmemberatkan.Selain
itu, dapatdipahamiupahpadahakekatnyamerupakanpayfor
perfomancesehinggakenaikanupahselayaknyajugadidasarkanpada
produktivitaspekerja.Oalamhalini,adakontraprestasitashasilkerja
dariburuh.
OigunakanIndeksKebutuhanHidup Minimum sebagai
indikatorpenetapanupahminimum,kiranyaperludipertanyakan
kembali.BerdasarkanKepmenakerNo.61/1995,penetapanupahmini-
mumdi Indonesiadidasarkanpadastandarkebutuhanhidupmini-
mumdengannilai3000kalori.Angkaini jauhdi atasstandargaris
kemiskinanyangmenggunakan2100kalori.Oalamkenyataannya,sulit
untukmenemukankelompokrumahtanggayangmengasumsikalori
sebesaritu,karenarata-ratamerekahanyamengkonsumsisekitar1800
kaloriperhari.Selainitu,mengingatheterogenitastingkath.argadi
berbagaikota di Indonesia,makasangatsulit kiranyauntuk
menetapkanhasilnominaluangyangsetaradengankebutuhanhidup
minimum.Solusi yang ditawarkan dapat ditempuhdengan
menghitungkembaliupahminimumregionalmelaluipenggunaan
standarkaloriyanglebihtepat,misalnyantara2100-2250kaloriper
hari sehinggarelevandan tidak terlalujauh berbedadengan
penghitungangariskemiskinan.
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Kebijakanupahminimumjugaperlumempertimbangkanaspek
kesetaraangender.sampaisaat ini, kebijakanupahyangadamasih
diskriminatifdanbiasgenderkarenatidakadaperbedaanpengupahan
terhadapjeniskelaminyangberbeda.Praktikpengupahanselamaini
cenderungmenempatkanpekerjawanitapadaposisiyangsubordinatif.
Kebijakan-pengupahanyangbiasgenderini disebabkanolehfaktor
internaldaneksternal(Hamzah,2002).Faktorinternaldisebabkan
karenarendahnyatingkatpendidikandanketrampilanpekerjawanita
sertapandanganterhadaperanperempuandalamekonomirumah
tanggasebagaitenagakerjasekunder.Sementarafaktoreksternal
dipengaruhioleh pandangarilingkungansosialbudayayang
menempatkanwanitadi rumahtangga,sistemkapitalismepatriarki
yangberkembangdi Indonesia,pandanganbahwawanitadipandang
sangatcocokditempatkandi sektorpasartenagakerjasekunderdan
berupahmurah,tidakadanyaperlindunganhukumyangsecara
otonomdanspesifikmelindungipekerjawanitasertakurangnya
pemahamanpara penentukebijakan pengupahan,sehingga
menempatkanpekerjawanitaselaludalamposisisekunder,berupah
murah,dantidakmemilikiposisitawar.MengingatpentingnyaUMP
yangberkeadilangenderini,makaparapenentukebijakanupahperlu
memasukkankebutuhanotonomdanspesifikpekerjawanitadalam
indekshargakonsumen.Di sisi lain, jugadiperlukankepekaan
pengusahauntukmemahamikebutuhanspesifikpekerjawanitadan
perlakuandiskriminasi.
Indikator-indikatordi atasharusmenjadiacuandi dalam
formulasikebijakanUMP. sosialisasimengenaihaltersebutmutlak
dilakukankepadapihakburuhmaupunparapengusaha,sehingga
mekanismepenetapankebijakanUMP dapatberlangsungsecara
obyektifdantransparan.
2.DukunganimplementasiUMP
KebijakanUMP padahakekatnyakanberjalanbaikketika
pemerintahjuga membuatregulasi-regulasiyangmendukung
implementasidarikebijakantersebut.Kesulitanyangdialamioleh
pengusahadi dalammenanggungbiayaoperasionalyangnantinya
berimplikasi pada melonjaknyaharga-hargaproduksi perlu
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diminimalkan dengan cara menghapuspungutan-pungutanliar
(pungli),menertibkanpungutanretribusiyangdikeluarkanolehdaerah
danmeninjaukembalipungutanpajakpertambahanilai (PPN).
Selamabiaya atau pungutan tak resmi belum diberantas
tampaknyaakan sulit bagi perusahaanuntuk meningkatkanupah
pekerjaapalagiuntukbersaingdi pasar.globalsepertiyangselamaini
diserahkanolehpemerintah.Untukitu,diperlukanreformasistruktur
industrinasionalyangdiarahkanuntukmemangkasesegeramungkin
semuapungutantakresmiyangtidakberkaitandenganindustriatau
duniausaha.
Kebijakanini akan memiliki dua aspekkemanfaatanyakni
menekanhighcosteconomysehinggaindustridapatbersaingdanyang
lebihpentingadalahmembuathargaproduksidapatterjangkauoleh
masyarakat.Konsistensiantarakebijakanekonominasionaldengan
kebijakanupahjuga akanmenjadikunci agarkebijakanUMP yang
dibuatbenar-benarmemilikinilai manfaatbagimasyarakat.
3.ReformasiStrukturaldanLawEnforcement
Carutmarutnyapermasalahanketenagakerjaandi Indonesia
jugabersumberpadamasalahstrukturalsepertibelumadanyaUU
Perburuhanyangbaru,DewanPengupahanNasionalyangtidakjalan
sertatidakpahamnyaparapolicymakerbaikditingkatnasionalmaupun
daerahtentangmasalah-masalahteknisperburuhanmaupunmasalah
manajemenmikro perusahaankhususnyaperusahaanpadatkarya.
Berhubungandengan itu, diperlukan adanya sebuahreformasi
struktural, sehingga menempatkanorang-orang profesional di
bidangnyapadalembaga-lembagadi atasmerupakantuntutanyang
harussegeradirealisasikan.
Untuk mewujudkankebijakanUMP yang akomodatifjuga
perludiberikanpeluangnegoisasiberimbangdalamtubuKpembuat
kebijakandi bidangpengupahannasional.Peranpemerintahyang
selamaini terlihatsangatdominandalamalurpenentuanupah harus
lebihdicermati.Sementarapadaaraslain,serikat-serikatpekerjaseperti
SBSI,sPsI dan institusisejenisharuslebihmemberdayakandirinya
sehinggabetul-betuldapatmenampungaspirasipekerja.Sikapnetral
danindependenserikat-serikatpekerjamerupakansuatukeharusan
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dalamrangkamewujudkansuatucollectivebargaining,sehinggadapat
mengantisipasiperkembanganyangterjadi.
Selainhal di atas,perlu jugasegeradibuatketentuanhukum
yangmengaturtentangsanksi-sanksibagiperusahaanyangmelanggar
ketentuanUMP. Regulasi ini akan menjadi dasarjustifikasi bagi
pemerintahdi dalammenindakpelanggaranataskesepakatanUMP
olehperusahaan.Beberaparegulasiyangsudahadanamundirasakan
tidakakomodatifdanresponsifterhadapkepentinganpengusaha tau
buruh perlu dikaji ulang. Hal ini misalnya dapat dilihat pada
pelaksanaanSK Menteri Tenaga Kerja No. 150tahun 2000yang
memberikan kompensasi sarna bagi pekerja yang melakukan
pelanggaranberatterhadapkesepakankerja(bahkanmelakukantindak
kriminal)denganpekerja-pekerjayangharusmenerimapemutusan
hubungan kerja (PHK) karenafaktor keadaan.Selain tidak adil,
peraturantersebutidakmendidikdansangatdisinsentif(Otto,2001).
Padaakhirnyakebijakanmaupunregulasiyangdibuatakanberhasil
gunaketikalawenforcementdilaksanakansecarakonsekuendantegas.
4.TransparansidanKomunikasiBuruhdanMajikan
Keterbukaandankomunikasimerupakanhalesensialyang
mestidiperlukandalamhubunganantarapengusahadenganburuh.
Selamainiperusahaancenderungtidakmauterbukaterhadapburuh
mengenaikondisiperusahaannyad nada anggapanbahwaburuh
bukan merupakankomponenpentingbagi keberlangsungan
perusahaan.Melaluiketerbukaani idiharapkanakanadasikapsaling
memahamidanpengertianantaraburuhdanpihakperusahaan.
Dengandemikian,ketikaperusahaansedangmengalamikesulitan
keuangandiharapkanburuhakandapatmemakluminyak renapada
hakekatnyaburuhdanpengusahamempunyaihubunganyangsaling
komplementer.
Adanyapemogokanataupununjukrasamengenaimasalah
UMP adalahakibatdariterjadinyakesenjangankomunikasiantara
pekerjadanperusahaan.Dalamhalini,pekerjakurangmengetahui
selukbelukatautidakdapatmembacakondisikeuanganperusahaan
yangmenentukanbisatidaknyasuatuperusahaanmembayarupah
pekerjasesuaidenganupahminimum.Tanpaadanyatransparansidan
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jugacollectivebargainingbagipekerja,makamasalahupahtidakakan
dapatdiselesaikansecaratuntas.
Melalui komunikasisecaraintensifdimungkinkanpulaupaya
mencarisolusiupahburuh secarabersama-sama.Ketikaperusahaan
benar-benar tidak mampu melaksanakanUMP sesuai dengan
ketentuanpemerintah,bisajadi apabilaantaraburuhdanperusahaan
adakesepakatan,makaupah yang merekapatok berbedadengan
jumlahupahberdasarkankriteriapemerintah.Hal ini sangatmungkin
terjadi,karenakeduabelahpihak mengambiljalandamaidaningin
salingmenghidupi.
Aspek-aspek di atas, diharapkan dapat menjadi acuan
pengembangankebijakanUMP yangakomodatif.Kebijakansemacam
ini sangaturgendi dalammeminimalisirkontroversipenetapanupah
minimum. Di sisi lain, dalam jangka ke depan juga perlu
diformulasikansebuahstrategibagipeningkatankesejahteraanburuh.
Sebagaisalahsatukelompokmasyarakatyangamatrentanterhadap
£luktuasihargakebutuhanpokok,makadiperlukankebijakanpublik
yangmemungkinkanburuh dapatmengatasimasalahnyadengan
melihatpada pengeluaranmereka.Para buruh di kota-kotabesar
umumnyamenghabiskanuangnya untuk sewa rumah dan biaya
transportasi.Oleh karenaitu, pembangunanrumahsusunsewadi
sekitarkawasanindustriakandapatmenghematpengeluaranpara
buruh.Kebijakanini akandapatmendorongpenciptaanlapangankerja
dan bergunadalammembantupenataantatakota.Sementarabagi
buruhsendiri,dengandekattempatkerjadiharapkanproduktivitas
kerjamerekadapatlebihmeningkat.Peningkatanproduktivitastenaga
kerjaakanberjalanparaleldengankenaikanupahdankesejahteraan
mereka.
CatatanPenutup
Selalumunculnyaprodankontramengenaimasalahupahmini-
mummerupakanfaktayangmengindikasikanbahwamasalahupah
hinggasaatinimasihmenjadikontroversiyangbelumpernahtuntas.
Di sisi lain,hal tersebutjugadapatmenjadisalahsatuindikator
meningkatnyakesadaranpekerjauntukmenuntuthak-haknya.
Namun,jikadikajisecaralebihcermatmunculnyakontroversitersebut
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bersumberpadatidak akomodatifnyakebijakanyang dibuat.
Penetapankebijakanupahminimumselamaini hanyasekedar
dipahamisebagaiupayapenyesuaianterhadap erubahanmakro
ekonomi,tetapitidakpernahdilihatdalamkontekspengembangan
incomeriilbagipekerja.
Paparanyang telahditulis di muka,pada hakekatnya
dimaksudkanuntuk memberikansolusialternatifbagiterwujudnya
kebijakanUMP yangakomodatif.Oalamkonteksini, pemerintah
dituntutuntukberdiripadaposisinetraldanberfungsimengakomodasi
kepentinganburuhdanpengusaha.Padaakhirnya,formulasikebijakan
idealUMPyangtelahdiuraikandiatas,diharapkandapatmenciptakan
kebijakanUMPyanglebihkomprehensif.Oengandemikian,hubungan
antaraparapelakuekonomidala'mhubunganindustrialdapatberjalan
secarasinergiuntukmenujutatananekonomiyanglebihbaik.***
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